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ABSTRAK :  Bahwa guna kelancaran pengelolaan anggaran yang tertib administrasi, akuntabel, 

dan transparan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk dan 
mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji 
Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran 
dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata 
Tahun Anggaran 2026. Aparatur Sipil Negara yang nama, pangkat dan jabatannya 
tercantum dalam isi Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan 
ditetapkan sebagai pejabat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan 
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang 
Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, 
Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6863); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6267); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 472) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347). 

CATATAN :   - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak 
tanggal dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2026. 

 - Lampiran 1 halaman. 
 

 
 

   
 

 


